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TEilTANG

PEIAKSANAAN TAMINAN KECELAIGAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI
PEKERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAil PERJANIIAN KERIA WAKTU

TERTEHTU PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRU I(sI
DI IGBUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2Tahun zazl tentang optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan sosial Ketenagakerjaan
dan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor +z rahun zazz hntang KewajibanKepesertaan Program laminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ini kami
]I{ E ]'I GI N STRU I(SI I(AN :

Kepada : 1. pejabat pengerora Keuangan Daerah (ppKD);
2. pengguna Anggaran/ Kuasa pengguna Anggaran;
3. pejabat pembuat Komitmen (ppK);
4. pokja Konstruksi pada Bagian pengadaan Barang dan Jasa;
5, pejabat pengadaan Barang dan Jasa"

Untuk

KESATU

KEDUA

Memastikan perusahaan yang mengikuti tender proyek lasa Konstruksi diLingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sudahmendaftarkan kepeseftaan BPJS Ketenagakerjian untuk seluruh
karyawan tetap. perusahaan, yang didktika; dengan ,.,tin[ut
kepese*aan dan bukti pembayaran iurin 3 (Trga) bulan terakhir.

F{emastikan setiap penyedia Jasa Konstruksi yang ditunjuk melalui Surat
Penunjukkan penyediaan Barang dan :asa (bnrEg daiam p*luLrrniri.,
pekerjaan konstruksi baik skala besar, menengah dan kecil serta sub
Kontraktor telah mendaftarkan seluruh tena-ga Kerja Harian Lepas(THL), Borongan-maupun perjanjian Kerja wittu Tertentu (pKvlh-,
sebagai peserta BPIS Ketenagakerjaan Program Jasa Konstruksi untuk
perlindungan jaminan sosial tenaga kerja.

Dalam penyelenggaraan perrindungan Jaminan sosiar Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, pejabai yang minanlani
Pengadaan Barang dan Jasa (pBJ) di tiap-tiap rerangi.at 

-ou.ruh igii
memastikan setiap penyedia lasa Konstruksi dapat mLnunjukkan briktipendaftaran tenaga kerja Jasa Konstruksi berupa setoran Iuran Jasa
Konstruksi dari Bank dan.penetapan Iuran sefta Kwitansi rembayarin
Iuran yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebelum dokumen
kontrak ditandatangani kedua belah pihak.

KETIGA

w



KEEMPAT : Setiap permintaan pencairan uang muka maupun termin awal yang
diajukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi, wajib melaksanakan ketenluai
sebagaimana yang tercantum pada Diktum Ketiga. Jika penyedia Jasa
Konstruksi tidak dapat melampirkan bukti Setoran Iuran Jasa konstruksi
dari Bank dan Penetapan Iuran sefta Kwitansi Pembayaran Iuran Jasa
Konstruki dari BPJS Ketenagakerjaan, maka Badan pengelola Keuangan
Daerah (BPKD) Kabupaten Halmahera Barat melalui Bendahara Umum
Daerah wajib melakukan penangguhan pembayaran. Hal ini sesuai
dengan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) Peraturan Bupati Halmahera Barat
Nomor 42 Tahun 2A22 tentang Kewajiban Kepeseftaan program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

: Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Instruki Bupati ini muiai berlaku pada tanggai ditetapkan.
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Sekretaris Daerah
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Kabag Hukum & Orgs V
Tembusan disampaikan kepada
1. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
?. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku Utara

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 3 lanuari ZAZ3

JAMES UANG


